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ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan
negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan
nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan
keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya dengan cara memaksimalkan
daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik
melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata.
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan
yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi suatu
korupsi pasti merugikan negara. Dalam proses pengembalian kerugian negara dari
hasil korupsi, Kejaksaan mempunya kewajiban untuk mengembalikan kerugian
uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu timbul suatu
rumusan permasalahan, Bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat
tindak pidanakorupsi di Keaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan dalam
menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian
yang obyeknya langsung berasal dari Kegaksaan Negeri Magelang yang
dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara (interview). Analisis
dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data
melalui studi putusan dan wawancara.

Dari hasil penelitian tersebut terjawab pengembalian kerugian negara
akibat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kegaksaan Negeri Magelang
melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa kasus korupsi belum
sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tuntutan
pembayaran uang pengganti yang dilakukan Jaksa kepada terdakwa terlalu sedikit
dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana
korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti
kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan
menggunakan wewenangnya sebagal penuntut umum secara maksimal. Sehingga
perlu adanya optimalisasi tugas kejaksaan dan evaluasi atau pembaharuan
mengenal konsepsi sistem besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh
terdakwa kasus tindak pidana korupsi agar dalam implementasinya di lapangan
dapat |ebih efektif.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa korupsushaiberantas,
karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi fnelbani masyarakat
indonesia terutama masyarakat miskin, korupsi joganciptakan risiko i-
makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keugngangkompromikan
keamanan dan hukum serta ketertiban umum dan slisa@alanya, korupsi
merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara ditamrakyat. Padahal
kekayaan negara yang dikorup jumlahnya sangat .b8sdangkan menurut
ahli ekonomi Kwik Kian Gie sebagaimana dikutip ohdi Kristina, pernah
memberikan gambaran betapa besar kekayaan negagp dyorup (per
tahun), yang disebutkan melebihi APBNDalam bahasa hukum positif
(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undiiognor 20
Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidangi@rikorupsi berarti
perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun awgahg secara
melanggar hukum melakukan perbuatan memperkayaehdiri atau orang
lain atau korporasi yang dapat merugikan keuanggana’®

Dalam perspektif ekonomi, memang ada yang berpeatdaghwa

(dalam skala tertentu) korupsi memiliki sisi pdsiiamun karena sifatnya

YYudi Kristiana,Menuju Kejaksaan ProgresifYogyakarta: LSHP, 2009), him. 1.
’Ibid., him.1.

* Teten MasdukiMenyingkap Korupsi di DaeralfSurabaya: In-Trans, 2003),
him.10.



yang rahasia, maka tidak dapat diperhitungkan, dmahlcenderung

mendistorsi karena menimbulkan rendahnya kompelkisi akuntabilitas.

Namun demikian menurut ahli ilmu tentang korupsig/doerasal dari Paris
Jean Cartier-Bresson sebagaimana dikutip oleh Ykdstina, pernah

melakukan penelitian dari hasil berbagai studiasewmum sampai pada
kesimpulan bahwa korupsi berdampak negatif terhatizi@asi dan distribusi

sumber daya ekonori.

Bahwa korupsi telah merajalela dalam seluruh dimé&egidupan
bangsa tidak dapat disangkal. Namun demikian yangling
mengkhawatirkan bahwa korupsi itu tidak berasal bawah dimana orang
barang kali memerlukannya untuk menambah nafkaluphigang tidak
mencukupi, melainkan dari atas, korupsi pertamatararupakan gejala elit.
Anehnya perubahan pemegang kekuasaan, tidak miajadbangsa
Indonesia beranjak dari keadaan yang korup. Sedangienurut budayawan
dan tokoh katolik Indonesia Frans Magnis Susenmaga@mana dikutip oleh
Yudi Kristina, dengan bahasa khasnya menyatakan

“Tetapi korupsi tidak berkurang melainkan bertambejak Pak Harto
jatuh. Sesudah sang Bapak di atas yang masih mamapdisiplinkan
para bawahannya semakin kelihatan. Sekarang makekahg mau
melayani diri, mereka mau memakai kesempatan yaargnigkali
hanya pendek untuk merampok kekayaan sebanyak nmumgjar
mereka kemudian aman apabila bangsa ini kandas”

Pada masa Orde Baru kebocoran uang negara masih s#@étah

reformasi bergulir tahun 1998 indikasi tindak pidatrupsi yang merusak

*Ibid., him.2.
®Ibid., him.3.



perekonomian dan moral bangsa indonesia ini justraakin mencemaskan.
Karena begitu besar perkiraan kekayaan negara glidkogup, dan akibat
yang dapat ditimbulkan, maka korupsi telah ditasdih sebagaiextra
ordinary crime Muladi menganggap bahwa korupsi tidak lagi sebdgaal
matter’ tetapi sudah cenderung dilihat sebagai suatunfema transnasional
yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat asiemal, sehingga
untuk itu dibutuhkan kerja sama internasional untoiencegah dan
mengendalikannnya secara komprehensif dan mufiloier. Pemberantasan
korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkariakukannya secara
konsisten Undang-Undang Tentang Pemberantasan KTiRi&na Korupsi
dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat réprldadang-Undang yang
dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun Z@0@Wibahan atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemiasiamnt Tindak
Pidana Korupsi. Zaman orde lama korupsi masih denaseski sejak tahun
1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Pamat&enguasa Militer
Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengawladg-Undang
Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadsamakin buruk
meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkainhtindak pidana
korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahuillgang sangat keras
tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidemupsi. Pada orde
reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang N@m@ahun 1971
melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, hamigiakt membawa

perubahan apa-apa.



Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruaweegara
Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukah @parat yang
berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam jksaem perkara
pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dandéidag. Polisi, Jaksa dan
Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masasing
mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesumgan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalaribigasnya unsur
aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sggnsistem peradilan
pidana®

Suatu tindakan korupsi masuk ke dalam ranah hukdemp dan yang
menjadi obyek dalam kasus korupsi adalah pelakuPgiaku korupsi banyak
dilakukan oleh pejabat publik sehingga ini mendodlgi masyarakat karena
pejabat publik dikenal oleh masyarakat.

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dangu yang
menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang Mddara yang diambil
oleh para koruptor yang digunakan secara pribaalipain bersama-sama,
maka uang yang seharusnya milik negara yang hitemgs dikembalikan
lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedarrugii@n keuangan
negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-d@iilupan sosial dan hak-

hak ekonomi rakyat.

® Evi Hartanti,Tindak Pidana KorupsiJakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 1.

'Darwan PrintsPemberantasan Tindak Pidana Korug@andung: PT.Citra Aditya
Bakti, 2002), him.56.



Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negamashmelakukan
pengambilan kembali uang yang diambil oleh paraipimr ke kas negara.
Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negang hilang, negara
sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukantehsebut yakni
instansi Kejaksaah.

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum, diatg oleh
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 , Lembaga Nedrepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaarulitigplndonesia.
Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negarag diberi
wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakasgmupengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pésayat 1 butir b
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab dgdandang
Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa jugiavenang untuk
melaksanakan penetapan hakim.

Dalam proses pengembalian uang negara dari hasilip&io
Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikarudian uang
negara melalui uang pengganti seperti yang diagland Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang PemberantasadakiPidana
Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut $&gakberwenang untuk

mengembalikan kerugian negara dari tindak pidamagso.

®Laden Marpaung,Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan
(Jakarta: Djambatan, 2007), him.50.



Indriyanto Seno Adji berpendapat baliwa
“Pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsrupakan
sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya guases
peniadaan hak atas aset pelaku dari Negara korbagad cara
dilakukan dengan cara pensitaan, pembekuan , pasamaik dalam
kompetensi lokal , regional maupun internasionairgga kekayaan
dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.

Dalam kasus korupsi para penegak hukum sepertsiPdtéksa, dan
Hakim berperan serta dalam penegakan hukum dagaketstansi tersebut
saling berkaitan. Dalam hal kaitannya penelitian penyusun terpusat
melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Magelarapgy merupakan
Lembaga Kejaksaan yang wilayah hukumnya dalam lipdiota Magelang,
yang bertugas menangani kasus-kasus hukum yangditedi wilayah
hukumnya yaitu wilayah kota Magelang. Yang akanjatirbahan penelitian
dalam skripsi ini adalah kasus-kasus tindak pid&oeupsi yang telah
ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang. Salah tsadlak pidana korupsi
yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang &ddlamdak Pidana
Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Walikota MagelaH.Fahriyanto,
selaku mantan walikota magelang dianggap telah ampaong dan
mencairkan uang yang berkaitan dengan pengadaamnwmajlo Tahun Ajaran
2003 atas prestasi pekerjaan 100% padahal pekergidnmencapai 100%,

serta menyerahkannya kepada pihak-pihak yang teakak menggunakan

uang tersebut. Dalam kasus tersebut Kejaksaan Ndgegelang melakukan

®Indriyanto Seno Adji,Korupsi dan Penegakan Hukumlakarta: Diadit media,
2009), him. 149



tuntutan untuk meminta kembali kerugian negara akitindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh mantan walikota maggl&nsebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pemytestarik untuk
meneliti tentang bagaimana upaya pengembalian ierugegara akibat
tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri MagelaSgrta kendala
Kejaksaan Negeri Magelang dalam upaya pengembé&kangian negara
akibat tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk melakukarelitgan dengan
judul “Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian NagAkibat Tindak
Pidana Korupsi “ (Studi Kasus di Kejaksaan Negeagklang Tahun 2011-
2012).

Pokok Masalah

Berdasarkan wuraian latar belakang di atas, makayugan

merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini ysghagai berikut:
1. Bagaimana pengembalian kerugian negara akibat kiingidana
korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Maygia
2. Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Mageldalam
pengembalian kerugian negara akibat tindak pidanagsi ?
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Pengembalian Kerugian Negara Akibadak

Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang.



b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KejaksaaggeN
Magelang dalam pengembalian Kerugian Negara Akibiawdak
Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis Penyusun berharap karya tulis lingeng berbentuk
skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangandakas pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya yang merkhatuh
informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi dadamasyarakat
serta peranan jaksa dalam penanganan tindak pikgdaapsi terutama
peranannya dalam pengembalian kerugian negarat aiilak pidana
korupsi. Skripsi ini juga diharapkan dapat menamkiadzanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalaamdpiiukum
pidana serta yang berkaitan dengan permasalahams Khmdak
Pidana Korupsi.

b. Secara praktis, Skripsi ini juga diharapkan dapamivantu aparat
penegak hukum dalam melakukan proses penangareadagr kasus
Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di kota Magel&hgsusnya dan
Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka
Setelah melakukan penelusuran terhadap literraing yada, adanya
karya-karya ilmiah yang membahas tentang TindakarRidKorupsi baik

secara umum maupun khusus yang penyusunan ketidlaha



Skripsi  karya Oki Wijayanto dengan judul “Peran Ksm
Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tinddan@iKorupsi'.
Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana KorRismberantasan
Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kejaksaan maulepolisian dalam
memberantas Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannyahagmpat penelitian
di Komisi Pemberantasan Korupsi dan aspek perniiyia yakni mencari
kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasarupéor(KPK) dalam
melaksanakan tugasnya selaku penyidik dalam pemtasen Tindak Pidana
Korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Pa@anya adalah sama-
sama menggunakan jenis penelitian lapar{iald research).

Skripsi karya Yulius Koling Lamanau dengan judulefigaruh
Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Peniglesmdak Pidana
Korupsi™. Dalam skripsi tersebut menjelaskan dilakukan isisaluntuk
mengetahui pengaruh pengembalian kerugian negan@adegp proses
penyelesaian tindak pidana korupsi. Perbedaannyalatad metode
penelitiannya dilakukan dengdibrary researchdan aspek penelitiannya
yakni pengaruh pengembalian kerugian negara tephpasses penyelesaian
tindak pidana korupsi. Persamaannya adalah sama-saemeliti tentang

pengembalian kerugian negara akibat tindak pidanagsi.

19 Oki Wijayanto, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsiam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsj” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan dvadi
Veteran Jakarta,2004.

1 yulius Koling Lamanau, “Pengaruh Pengembalian Kjem Negara Dalam
Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”’,Skripskultas Hukum Universitas
Atmajaya,2008.
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Skripsi karya Endri dengan judul “Peran Kejaksaaralab
Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Ksittfp Dalam skripsi
tersebut menjelaskan tindakan Jaksa sebagai Peagaegara dalam
pengembalian uang negara akibat tindak pidana korBprbedaannya adalah
aspek penelitiannya memfokuskan tentang berhasi #tlaknya seorang
jaksa dalam mengembalikan uang negara akibat tirmgd&na korupsi.
Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentangerpbalign kerugian
negara akibat tindak pidana korupsi.

Skripsi karya Mafrukhin dengan judul “ Studi Atasndak Pidana
Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pf<iti Dalam skripsi
tersebut membahas tentang bagaimana tindak pidarapsk dalam
pandangan hukum pidana islam dan hukum positifa d®gaimana sanksi
yang berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi m&nipandangan hukum
pidana Islam dan hukum positif. Perbedaannya adBlelitian tersebut
dilakukan dengaribrary research dan aspek penelitiannya yakni tindak
pidana korupsi dalam pandangan hukum pidana islamhidikum positif.
Persamaannya adalah sama-sama membahas tentahkgpichaha korupsi.

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atadnb ada yang
membahas tentang Analisis Terhadap Pengembaliargléer Negara Akibat

Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan éMiedvagelang).

12 Endri, “Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Uangahe Akibat Tindak
Pidana Korupsi”, Skripsi Fakultas Hukum Universikdshamadiyah Yogyakarta,2010.

13 Mafrukhin , “Studi Atas Tindak Pidana Korupsi MeatuHukum Pidana Islam
Dan Hukum Positif”, Skripsi Fakultas Syari'ah darukdm Universitas Islam Negeri
Yogyakarta, 2004.
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Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peeligang lainya, yaitu
bahwa penelitian ini lebih menekankan pada pergalasengenai bagaimana
prosedur pengembalian kerugian negara akibat timiddéna korupsi yang
dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang..
Kerangka Teoretik

Tindak pidana korupsi, yang populer didefinisikarebagai
penyalahgunaan kekuasaan (publik) untuk keuntupgbadi, pada dasarnya
merupakan masalah ketidakadilan sosial. Salahws®ur penting dari teori
keadilan sosial adalah bahwa kesejahteraan umungana&sit tidak boleh
dilanggar, maksudnya adalah bahwa kesejahteraanmuridiak boleh
dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Tindakan gyamengancam
kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sdsralak pidana korupsi
adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepenatingpribadi dan
mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan um@udah menjadi
kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi meagamertumbuhan
ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokdlasi moral bangsa.
Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi menghaniiséresi ekonomi,
mengalihkan sumber-sumber dari orang miskin kepadang kaya,
mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik dan mamiera investor-
investor asing. Korupsi juga mengikis perwakilan ogam-progam

pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemamtfsi

Y“Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him.25.
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Dalam hal ini seperti ditulis dalam Pasal 13 Undamglang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2®&dtang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepagegawai

negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang gaekat

pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengalana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda pglibhanyak Rp.

150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang &amiasan
Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor t&8hun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk erahglikan
kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukitananya lebih
mengutamakan pengembalian kerugian negara darpeéaku tindak pidana
korupsi.Upaya pengembalian kerugian negara daa palaku korupsi akan
berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparsgak hukum (Polisi, Jaksa
atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsitéena dalam usaha
pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kegasansebut akan sulit
terjadi suatu pengembalian kerugian nedara.

Sebagai salah satu komponen alat penegak hukumakségn
mempunyai peran penting dalam sistem peradilandbriesia. Dalam upaya
menjaga tegaknya hukum, Kejaksaan mempunyai kaistike tersendiri

dibandingkan dengan instansi lainnya, dimana jekdalah pejabat yang

' Purwaning M.YanuarPengembalian Aset Hasil Korup&igndung: Alumni,
2007), him.20
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diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindakagai penuntut

umum serta melaksanakan putusan pengadilan yamdp telempunyai

kekuatan hukum tetdf.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang mekiaan
kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuatange kedudukan
kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undandang Nomor 16 tahun
2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kigmgya sebagai
berikut”:

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya ddlHsnini disebut
kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang metesarkekuasaan
negara di bidang penuntutan serta melaksanakan nlaegan lain
berdasarkan undang-undang.

2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada aysdilglddanakan
secara merdeka.

3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatahdan tidak
terpisah-pisah.

Memperhatikan ketentuan tersebut, berarti kejaksa@rupakan
lembaga pemerintahan. Penyebutan kejaksaan sdbagmiga pemerintahan
menunjukkan bahwa kejaksaan adalah bagian darkefkseKonsekuensi
lebih lanjut kedudukan kejaksaan sebagai lembagaepetahan berarti

kejaksaan bukan merupakan institusi yang indepeatienmandiri.

'®itab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal I f8)ebutir a.
"yudi Kristiana,Menuju Kejaksaan ProgresifYogyakarta: LSHP, 2009), him.109.
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Sedangkan peran jaksa dalam pengembalian kerugeamngan
negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tah9®9 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peran jaksabigt terlihat dalam
ketentuan tentang pidana tambahan Pasal 18 Undadgrd Nomor 31
Tahun 1991 menyatakan bahifa
1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud daltab Kindang-

Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atauligtakujud atau
barang yang tidak bergerak yang digerakkan untuku agang
diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk gahaan milik
terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukaegito pula harga
dari barang yang menggantikan dari barang-barasghst.

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebararalaknya
sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipidaka korupsi.

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan unkiik pading lama
satu tahun.

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak terteagypanghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yarak tatau dapat
diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti se@baga dimaksud
dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu gajutahun sesudah

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatkonh tetap, maka

¥ Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan K Pidana Korupsi, Pasal
18
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harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelamgk umenutupi uang
pengganti tersebut.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 20 TahOd Z@ntang
Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dijelaskan giadmm Pasal 38B ayat
(3) yang menyatakan Tuntutan perampasan harta lsef@dgaimana dimaksud
dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum padat saembacakan
tuntutannya pada perkara pokok. Jelas bahwa dalafeksanakan jabatan
fungsional di bidang penuntutan, Jaksa bertindakga wakil negara dengan
tetap memperhatikan kepentingan masyarakat danrpeate Oleh karena itu
penuntutan harus berdasarkan kepada hukum dantissaamengindahkan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengamparbatikan kebijakan
pemerintah dalam penanganan perkara pidana. Taapgumangi arti penting
hukum atau acara pembuktian (secara teknis yupdisuntut umum tentu
menguasai), kiranya aktualisasi penegakan pringisip, etika, moral,
integritas kepribadian dan disiplin merupaka fakibama yang melandasi
penerapan, pelayanan dan penegakan hukum. Jaksey Alglam suatu butir
perintah harian pada tanggal 22 Juli Tahun 1996 egeskan selalu
meningkatkan keimanan dan ketagwaan terhadap Tisangy Maha Esa
sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalalakpanan tugas penuntut
umum.*®

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembldiargian negara antar

“Marwan Efendy, Kejaksaan Republik IndonesigJakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2005), him. 28.
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lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasati34 Basal 38 UU Nomor 20
tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-UndangpiN8inTahun 1999.
Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hulBagi negara yang
dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atak pnstansi yang
dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhguelpku tindak pidana
korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instnumperdata dalam
pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkaonsedur
pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada keteniikam perdata yang
berlaku, baik materiil maupun formal. Hubungan amat aset-aset dengan
seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelakuktipidana, diatur dalam
hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum aigiu hukum
perdata®
Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang &amiasan
Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor t&8hun 1999 jo
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk erahglikan
kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukithnanya lebih
mengutamakan pengembalian kerugian negara darpeéaku tindak pidana
korupsi?*
Di dalam peraturan perundang-undangan terutama rigrdadang

Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian keruggara akibat tindak

pidana korupsi menggunakan dua pendekatan, yditu perdata di mana

Indriyanto SenoKorupsi Dan Penegakan Hukyrfdakarta: Diadit Media, 2009),
him.25.

“pyrwaning M.Yanuar Pengembalian Aset Hasil Korup8&igndung: Alumni,
2007), him.20.
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gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pamaghegara dan jalur
pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilidatam ketentuan-
ketentuan sebagai berikut Pasal 32 ayat 1 menetap8hwa dalam hal
penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satuletéu unsur tindak
pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangiecara nyata telah ada
kerugian keuangan negara, maka penyidik segera eramkan berkas
perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksaaearsy Negara untuk
diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepadansisyang dirugikan
untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) nyaetaygkan bahwa
putusan bebas dalam perkara tindak pidana korigsk tmenghapus hak
untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negasal B3 menetapkan
bahwa dalam hal tersangka meningggal dunia saakuttién penyidikan,
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuaegana, maka penyidik
segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidéaebut kepada Jaksa
Pengacara Negara atau diserahkan kepada instangi dieugikan untuk
dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya, Pasal 38 C menetapkan apabila setplainsan
pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetlptathui masih terdapat
harta benda milik terpidana yang diduga atau pditiiga juga berasal dari

tindak pidana korupsi yang belum dikenakan peraampasntuk negara
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sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) nm&kmra dapat
melakukan gugatan perdata terhadap terpidana hlianaais >

Dari uraian di atas telah jelas bahwa dalam tindalana khusus,
khususnya tindak pidana korupsi Kejaksaan mempuwgavenang dalam
mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidamrapsi melalui uang
pengganti. Yang juga diatur dalam Pasal 18 Undamgadg Nomor 20
Tahun 2001.
Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunaeorang
peneliti untuk mencapai suatu tujuan , cara teuteigunakan setelah peneliti
memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujtiaesi penelitiarf>

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepatedamah dalam
penelitian, maka penyusun menggunakan metode paneebagai berikut:
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusurpskini adalah

penelitian lapangan(field researchd®, yaitu penelitian yang obyeknya
langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Magelang ymrupa data yang
didapat melalui wawancara serta diperkuat deng&uorden-dokumen serta

arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Magelang.

2. Sifat Penelitian

“Indriyanto SenoKorupsi Dan Penegakan Hukyrfakarta: Diadit Media, 2009),
him.25.

% Winarno SurahkmadPengantar Penelitian lImiah 9 Dasar Metode Teknik
(Bandung: Tarsito, 1990), him.191.

»* Ronny Hanitidjo SoemitroMetodologi Penelitian Hukum(Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1985 him.20.
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitypenelitian untuk
menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikasalah melalui
pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selamjudiberi penilaiaf®
Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan maskah peranan
Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian kamugegara akibat
tindak pidana korupsi dengan solusi yang tepataguelaksanakan amanat
Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang PemberantEisdak Pidana
Korupsi, kemudian menganalisa pengembalian kerugggara akibat tindak
pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalasditgen yaitu
pendekatan undang-undangtatute approach, pendekatan kasusase
approacl), pendekatan sejaraligtory approach pendekatan komparativ
(comparativ. approacy dan pendekatan konseptual coriceptual
approach.?®Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan,andim
dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mend#patnasi dari
berbagai aspek mengenai pengembalian kerugiananagdrat tindak pidana
korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitiaadalah pendekatan
undang-undangsfatute approach pendekatan kasusase approach

4. Sumber Data

% Adi Rianto, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukudakarta: Grannit, 2004),
him .128.

®peter Mahmud MarzukPenelitian Hukum(Jakarta:Kencana, 2009), him.22.
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Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitinadalah sumber
dimana data diperoleh, berdasarkan jenis datarsyay gata sekunder. Maka
dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat terdiri
dari:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atakngdn
undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasadakli
Pidana Korupsi.

2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang KejakBagoublik
Indonesia.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab dgda
Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mekaer
penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fét@an cara
mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa butw-lokumen-
dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan panmadindangan,
surat kabar dan sumber-sumber lain yang membelelpsan akan
permasalahan yang ditelifi’yaitu tentang Pengembalian Kerugian

Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mererpetunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer daanbhukum

sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, lepg#ia, indeks

” Ronny Hanitidjo SoemitrdVetodologi Penelitian Hukungjakarta: Ghalia
Indonesia, 1985 him.25.
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kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan pkrmasalahan

yang diteliti ?yaitu Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak

Pidana Korupsi.

5. Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti membutuhkan daat yang lgng#alam hal ini

dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benanilikievaliditas dan
reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitimzimnya dikenal pailing
sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu;

a. Wawancarainterview) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan
keterangan-keterangan melalui wawancara yang ladsan pada
tujuan penelitiarf? Dalam interview ini penyusun mempersiapkan
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akafukdia melalui
interview guide(pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau
keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengaralkepidang yang
menangani khusus kasus tindak pidana korupsi.

b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus genizatatan yang
sistematis yang ditujukan pasa satu atau bebegsganiasalah di dalam
rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkaia yang
diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadgmggunaan
metode ini diharapkan mendapat gambaran secarktibieadaan yang

diteliti yaitu langsung dari kantor Kejaksaan Nedéagelang.

28 |pid.,26.

*Hadi Sutrino,Metodelogi research Untuk penulisan Paper, Thesis Bisertasj
(Yogyakarta: Andi Offset, 1992), him.60.
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c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bbhbhbhan berupa
dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip gaiagdi Kejaksaan
Negeri Magelang dan juga buku-buku tentang pendaeati, hukum-
hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukunigrdapenyusunan
skripsi ini.

6. Analisis Data
Analisa data adalah proses penyederhanaan datamkedantuk yang
lebih mudah dibaca dan diinterpretasik&Penyusun menggunakan metode
analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengaglihat kualitas data
yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnyanalisa menggunakan
metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berang#ari teori atau kaidah
yang ada. Metode ini digunakan untuk menganaligmibzgana Kejaksaaan
Negeri Magelang melakukan pengembalian kerugiaranaegkibat tindak
pidana korupsi.
G. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudaht@mbahasan agar
dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kelsimgang benar, maka
penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi b@lerbab, diantara
sistematika bab pembahasannya adalah sebagaitberiku
Bab pertamajni merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat
latar belakang masalah yakni merupakan pemapanatingeya penelitian

tentang peranan kejaksaan negeri dalam pengemialiagian negara akibat

%0 |pid.,him.62.
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tindak pidana korupsi. Kemudian pokok masalah, aioijlya yaitu untuk

mengetahui jawaban dari permasalahan yang akaiitiddean kegunaan

penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelysemielitian terdahulu tentang
tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbediainpenelitian penyusun,
kerangka teori, yaitu menjelaskan teori-teori yaaigan digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam penelitian, metpdaelitian dan

sistematika pembahasan.

Bab kedua gambaran umum tentang tindak pidana korupsi, yang
merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan pokeddah penelitian
untuk mengetahui secara jelas akan permasalahandrangkat, penyusun
menjelaskan mulai dari pengertian tindak pidana titzolak pidana korupsi
secara menyeluruh, serta menjelaskan tentang pematyang mengatur
mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dalatad sejarah. Dalam bab
ini juga menjelaskan tentang kerugian negara damgeabalian kerugian
negara akibat tindak pidana korupsi dan sistem sgja yang digunakan
dalam pengembalian kerugian negara akibat tinddénai korupsi.

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum tentang lokasi
penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Magelang dan narab tentang beberapa
kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksdegeri Magelang.

Bab keempatmerupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban
dari penelitian yang dibahas dalam skripsi iniflygiengan menganalisa hasil
penelitian dari lapangan yaitu bagaimana pengearbatierugian negara

akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negerighlang dalam kasus
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tindak pidana korupsi di Magelang dan apa saja &dengang dihadapi
Kejaksaan Negeri Magelang dalam Pengembalian Kamubjiegara Akibat
Tindak Pidana Korupsi.

Bab kelima dalam bab ini memuat tentang penutup yang teddiri

kesimpulan dana saran dari keseluruhan skrips berbagai lampiran.



BABV

PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu,
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani
oleh Kgaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang pengganti bagi
setiap terdakwa kasus korupsi belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1
huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pembayaran uang
pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang
diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tuntutan pembayaran uang pengganti
yang dilakukan Jaksa kepada terdakwa terlalu sedikit dibandingkan dengan
jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.
Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada
terdakwa dipenuhi oleh magelis hakim, jaksa tidak bertindak dan
menggunakan wewenangnya sebagal penuntut umum secara maksimal..

2. Daam perannya ikut serta mengembalikan kerugian negara akibat tindak
pidana korupsi Kejaksaan Negeri Magelang hanya memiliki sedikit kendala
yaitu pelaku tindak pidana korupsi belum bisa mengembalikan kerugian
negara melalui uang pengganti dikarenakan pelaku tersangkut masalah
korupsi lebih dari satu sehingga pelaku harus membayar uang pengganti dari
kasus korupsi yang sebelumnya. Ha ini yang menyebabkan pengembalian

kerugian negara sedikit terhambat. Untuk kasus korupsi yang lain

134
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Pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti sudah

terlaksana

B. Saran/Rekomendasi

1

Diperlukan adanya perubahan atau modifikasi perumusan Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
mengenai konsepsi sistem besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan
oleh terdakwa kasus tindak pidana korupsi agar pembayaran uang pengganti
bisa secara maksimal sesuai dengan kerugian negara, supaya dalam
implementasinya di |apangan dapat |ebih efektif.

Perlu adannya optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan sebagai instansi yang
mempunyai peran dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana
korupsi supaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi
sesuai dengan kerugian negara.

Perlu adanya kerjasama yang lebih solid antara penyidik yaitu polisi dan
Jaksa dalam proses penyidikan agar dapat mengungkap dan mendapatkan
bukti yang akurat yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.
Jaksa harus memberikan tuntutan hukuman yang maksimal agar pelaku
tindak pidana korupsi jera.. Hukuman yang hanya sebatas aturan tertulis yang
tidak mampu memaksa pelanggar jera atas perbuatan yang dilakukannya akan
siasia dan percuma. Banyak koruptor tidak jera atas perbuatannya atau
bahkan semakin meningkatkan aktifitas korupsinya kerena masih terlalu

ringannya hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukan.
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Dari Hasil koordinasi tersebut SRI YUDOKO, SOERENI ADI dan SULARSO HADI sepakat
untuk menitipkan dana yang akan dicairkan pada rekening terdakwa selaku walikota pada
bank jateng Cabang Magelang nomor : 1-005-02272-6.

Untuk memberikan alasan pembenaran dari penitipan tersebut terdakwa meminta SR}
YUDOKO mengajukan nota dinas kepada terdakwa selaku walikota. Selanjutnya atas
permintaan dari terdakwa, SRI YUDOKO membuat dan mengirimkan nota dinas Nomor :
1781/425.2 tanggal 24 Desember 2003 kepada Terdakwa yang isinya melaporkan bahwa
pekerjaan mencapai 50% tetapi harus mencairkan dana 100 %, dan meminta ijin agar
dana uniuk pekerjaan yang belum selesai sebesar 50% dapat dilitipkan di rekening
walikota;

Bahwa agar pembayaran bisa fterlaksana 100% dari nilai konfrak, SRl YUDOKO
memerintahkan HARTONO selaku anggota panitia pengadaan barang agar membuat
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dan
mengedarkannya untuk memintakan tanda tangan kepada para anggota panitia
pemeriksa/penerima barang pengadaan buku wajib SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK, yang
kemudian dijadikan dasar permintaan pembayaran;

Selanjutnya setelah dana pengadaan buku wajib SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK dicairkan
(seiuruhnya ada 3 SPM total berjumiah Rp.9.476.789.800,00), kemudian dimasukkan ke




YUDOKO, S.H., memerintahkan Titik Setianingsin seiaku pemegang kas,fp,ada~',;l§inas ;
Pendidikan Kota Magelang agar membuat cek guna melakukan penarikan dari rekening
Dinas Pendidikan.

Bahwa 50% dana pengadaan buku wajib yang ada di reke_ning,Dinas"Pend‘idi‘kan sebesar
Rp.5.922.993.625,00 selanjutnya oleh SULARSO HADI selaku Kasubag perbendaharaan

dimasukkan ke rekening walikota melalui mutasi kredit tanggal 9 Januari 2004%’:sebesar‘4Rp -

5.922.993.625,00 yaitu setoran tunai oleh SULARSO HADFyang merupakan pemin
uang dari rekening Dinas Pendidikan Kota Magelang sebesar 50% dari nilai nontrak =
50% x Rp.11.845.987.250,00), transaksi mana merupakan relisasi dari kesepakatan antara
terdakwa, dengan SRI YUDOKO sesuai nota dinas SRI YUDOKO nomor : 1781 / 425.2
tanggal 24 Desember 2003 yang akan menitipkan sebagian uang yang telah dicairkan dari

Kas Daerah namun belum dibayarkan kepada penyedia barang karena pekeqaan belum

P

Selanjutnya oleh terdakwa selaku walikota dan SOERENI ADI (Kabag Keu’angan) serta
dibantu SULARSOC HADI (Kasubag perbelanjaan) dilakukan penarikan atau mutasi-mutasi
yang terkait dengan pengadaan buku teks wajib dalam rekening Bantuan Dana-dana
Tingkat | pada bank jateng Cabang Magelang nomor : 1-005-02272-6 yang dikelola oleh
terdakwa selaku Walikota Magelang bersama SOERENI ADI selaku Kabag Keuangan

Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-
1328/PW11/5/2008 Tanggal 12 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan
ARZUL ANDALIZA, ternyata jumlah buku yang diadakan oleh Balai Pustaka hanya ada
362.110 eksempiar yang seharusnya sesuai kontrak 370.022 eksempiar; Dengan demikian
ada kekurangan volume sebanyak 7.912 eksemplar senilai Rp 338.149.770,- (tiga ratus
tiga puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu
rupiah;

Perbuatan terdakwa menampung dan mencairkan uang yang berkaitan dengan

pengadaan buku waijib TA 2003 atas prestasi pekerjaan 100% padahal pekerjaan tidak

mencapai 100%, serta menyerahkannya kepada pihak-pihak yang tidak berhak,

merupakan perbuatan melawan hukum karena berientangan dengan ketentuan yang ada,

yaitu: 4 ,

1) Pasal 11 PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa: Semua transaksi keuangan daerah baik
penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah:

2) Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengeloloaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa: Setiap pembebanan
APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak y,ar)g' diperoleh
oleh pihak yang menagih;

3) Pasai 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan
dan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daersh dan Penyusunan
Perhitungan APBD, yang mengatur bahwa Setiap pengeluaran kas harus didukung
oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih;

4) Pasai 31 ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan barangfjasa Di Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa
Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan
dengan sistem sertifikasi bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan
angsuran uang muka dan kewaj/ban pajak, Bahwa pada saat SRI YUDOKO
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‘Jenis kelamin . Laki-laki
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€0 ‘dng sSddn . 1naonesia

Tempat tinggal ‘ . Jin. Ambon No. 74 Sanggrahn Kota Magelang.

i

Agama . Islam

Pekerjaan . Pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Kota

. 0 ~ Magelang. | - ;
Pendidikan : AL . - .
Kasus Posisi : ' : ; : .

Bahwa terdakwa H. Si Yudoko, SH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota

Mageiang, bersama dengan H Fahriyanto, Soereni Adi, SE.MM, Sularso Hadi,
SE.MM (dalam berkas perkara terpisah), dalam kegiatan pengadaan buku teks
wajib bagi siswa SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK di Dinas Pendidikan Kota
Magelang Tahun Anggaran 2003 telah mengadakan kesepakatan untuk
mencairkan dana anggaran kegiatan sebesar 100% kepada pihak HRSlswadi
dari PT Balai Pustaka selaku penyedia barang meskipun realisasi fisik sampai
‘dengan berakhirnya kontrak (tanggal 22 Desember 2003) belum mencapai 160 %.
Terdakwa dengan Kabag Keuangan (Sureni Adi) membuat dan meghimkan nota
dinas kepada Walikota Magelang (H. Fahriyanto) yang isinya mei‘apOYKahf?bahWa
pekerjaan baru selesai 50 % tetapi dana harus dicairkan 100 % dan mermnta ijin

agar dana untuk pekerjaan yang belum selesai (sebesar 50 % atau seniiai Rp 5,92



panitia pemerucsa barang agar membuat Benta Acara Pemeriksaan seolah elah
pekerjaan telah selesai 100%. Selanjumya setelah dana ‘masuk ke rekening

walikota dana dicairkan untuk peruntukan yang tidak dapat dlperzazng ng P

puluh tlga Juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua pulu'; tiga

rupiah) )
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Nama Lengkap : H.FAHRIYANTC Bin WITONO SOEDARSO

Tempat lahir . Magelang.

Umur/tgl. Lahir : 64 Tahun/11Juli 1947

Jenis Kelamin s Laki- Laki .

Kebangsaan . Indonesia - , .

Tempat Tinggal : JI'Kp Bogeman Timur No.352 RT 02 RW 02, Kel Panjang,
Kec Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Agama . lIslam ‘ :

Pekerjaan :  swasta (mantan walikota Magelang)

Pendidikan . SLTA

Kasus Posisi :

MaAC WO

Bahwa terdakwa H. FAHRIYANTO Bin WITONO SUDARSO, selaku walikota Magelang
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.33-032 tanggal 2
Pebruari 2000, dengan SRI YUDOKO, S.H, SOERENI ADI, SE. MM dan SULARSO HADI
(masing-masing dalam berkas perkara terpisah) serta HR SISWADI (meninggal dunia)
dan MUROD IRAWAN (DPO), pada bulan Oktober 2003 s/d Agustus 2004, bertempat di
Kantor Sekretariat Kota Magelang Jin. Sarwo Edi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, telah
melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voeigezette handeliing), secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang
dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2003 berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 Tentang
Penetapan Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003, pada Dinas
Pendidikan Kota Magelang telah dianggarkan kegiatan pengadaan buku teks wajib pada
mata anggaran kegiatan belanja modal buku/perpustakaan dengan kode rekening :
2.11.0001.3.16.01 bagi siswa SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK dan perpustakaan dengan
nilai anggaran Rp 13.179.354.000 -. :

Dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Walikota dengan Surat Nomor : 050/1635/114

tanggal 6 Oktober 2003 menyetujui permintaan ijin dari SRI YUDOKO seiaku;pemimpin
kegiatan untuk menyelenggarakan pengadaan buku wajib dengan cara penunjukan
langsung melalui Surat Nomor : 911/1566/2003 tanggal 3 Oktober 2003, walaupun nilai

1



REJAKSAAN NEGERI MAGELANG

* UNTUK KEADILAN"
Nomor B - 313/0.3.13/r1.1/03/2012
Sifat Biasa
Lampiran 1 (satu) bundel
Perihal Laporan Pelimpahan Perkara atas

nama terdakwa TRl JOKO MINTO
NUGROHO, S.E.M.M., melanggar
Pasal 2 ayat (1), Subsidair Pasal 3
Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999

B
&

Mageiang, 16 Maret 2012

KEPADA YTH :
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TENGAH
Di -
SEMARANG

m UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal

55 (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 65 ayat
(1) KUHP.

Sehubungan penuniuian perkara lindak pidana Korupsi aias nama ferdakwa TR
JOKO MINTO NUGROHO, S.E.M.M., berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa

NANAN

Penuniui Umum daii Kepala Kejeksaan Negeri Magelang tanggai 29 Pebruari 2012 Nomor :
PRIN - 126 /0.3.13/Ft.1/02/2012 -Jengan ini dilaporkan sebagai berikut :

4
1

identitas Terdakwa

Nama lengkap : TRI JOKO MINTO NUGROHO,S.E..M.M.

Tempat lahir : Magelang

Umur/ tanggal lahir ;51 Tahun / 23 November 1961

Jenis kelamin . Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal . Perum Puri Tuksongo JI. Arwana Xil No. 154 Rt. 3 Rw. 12
Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang

Agama © lslam

Pekerjaan . Mantan Ketua DPRD Kota Magelang

Pendidikan : 8.2

2. Kasus Posisi:

- Berdasarkan Perda Nomor : 08 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 Tentang APBD
Kota Mageiang tahun anggaran 2003, lerdapatl / iersedia aiokasi dana beianja pada
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota agelang selumhnya sebesar Rp.
16.144.418.000 (enam bLeias milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus
delapan belas ribu rupiah).

- Bahwa dari alokasi dana sebesar Rp. 10.144.418.000,00 {enam belas miiyar seratiis
empat puluh empat juta empat raius delapan belas ribu rupiah) dalam Perda Nomor

N7 AR NAND 174 AA___1I

8 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 Tentang APBD Kota Magelang Tahun
Anggaran 2003 Jo. Keputusan Walikota Magelang Nomor : 903/02/122 tahun 2003

tanggai 03 Apni 2003 leniang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah TA. 2003, terdapat alokasi dana Belan;a Tidak Tersangka sebesar Rp.
20.278.000 (enam milyar seratus dua puluh jula dua ratus tujuh puluh delapan
ribu ruplah) dan di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003

Tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tidak dianggaﬁ{an pemberian

bant:iian untuk partai politik



MNNAN A

Nomor : 51 Tahun 2001 tanggal 14 Juni 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik.

- Bahwa perbuatan ferdakwa TRi JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., menerima
bantuan parpol yang tidak dianggarkan di dalam APBD 2003 ssbesar Rp.
470.000.000 (empat ratus tujuh puiuh juta rupiah) dan APBD 2004 sebesar Rp.
470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah),
merupakan perbuatan meiawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan
yang ada yaitu :
> Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Ri No. 22 tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
» Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor : 51 tahun 2001 tanggai 14 Juni 2001

tentang bantuan keuangan kepada parpol;

Vi

Pasal iZ ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor : 105 tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

nNnnnN

Pasai 7 ayat (1) Kepmendagri nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002

V?

tentang Pedoman Pengurusan dan pertanggungjawaban dan pengawasan
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

- Bahwa penggunaan dana pos anggaran belanja tidak tersangka APBD Kota
Magelang tahun 2003 tersebut diatas, sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh
puluh juta rupiah) menjadi bantuan keuangan untuk partai politk telah
mengakibatkan kerugian Negara/Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp.
470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta ruplah) berdasarkan hasil perhitungan
kerugian keuangan negara/daerah BPKF Perwakilan Jawa Tengah Nomor : S-
2204/PW11/5/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh ARZUL
ANDALIZA seiaku Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, sedangkan untuk APBD
tahun 2004 sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi
bantuan kKeuangan uniux pariai poitik telah mengakibatkan kefugian
Negara/Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh
puiuh juta rupiah) berdasarkan hasii audit Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-
1345/PW11/5/2006 tanggai 14 Mei 2008 yang ditandatangani oleh ARZUL
ANDALIZA selaku Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah telah merugikan
Keuangan negaraidaerah sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta
rupiah) jumlah mana diperkuat dengan keterangan ahli auditor BPKP Perwakilan
Jawa Tengah SURANTO, S.E. Akt.Msi Bin MARTODIHARJO (Aim).

3. Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Kepala Kejaksaan Negeri Magelang Nomor B-
381/0.3.13/Ft.1/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 berkas perkara telah dilimpahkan ke
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarana dengan dakwaan :



Banwa Terdakwa TR} JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., mengetahui peruntukan
belanja / Dana Tidak Tersangka (DTT) tersebut bukan pemberian bantuan untuk
pariai poiitik, namun terdakwa dengan meiawan hukum atau tanpa didasari aturan

yang sah serta dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

puluh lima juta rupiah) dari jumlah total Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh
juta rupiahj uniuk pemberian bantuan partai poiiik yang kemudian disalurkan
kepada beberapa partai politk melalui ketua partai yang mendapatkan kursi di
DPRD Kota Magelang periode 1999-2004. '

Bahwa perbuatah terdakwa TRl JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., menerima
banfuan parpoi yang tidak dianggarkan di daiam APBD 2003 sebesar Rp.
470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan APBD 2004 sebesar Rp.
470.000.000 (empat ratus tujun puiuh juta rupiah),

Bahwa setelah APBD Kota Magelang tahun anggaran 2004 disahkan dan sebagai
tindak lanjut dari rapat tanggai 22 Pebruari 2004 antara TiM Anggaran Eksekutif dan
Ketua DPRD Kota Magelang yang membahas rencana penggunaan anggaran
pelanja Dana Tidak Tersangka tersebut dimana dana pemberian bantuan
parpol/fraksi tersebut diambil dari pos anggaran belanja tidak tersangka Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kola Magelang tahun anggaran 2004
selajutnya SOERENI ADI, SEMM selaku Kabag Keuangan, membuat laporan
kepada H FAHRIYANTO selaku Waiikota Magelang meialui Drs. SULEMAN HASAN
selakuSekda Kota Magelang dengan nota dinas Nomor : 900/22a/122 tanggal 8
Maret 2004 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan RAPBD 2004 dan Realisasi
Pemberian Bantuan Parpol / fraksi DPRD Kota Magelang. Dalam nota dinas tersebut
diiaporkan hai hal yang teiah disepakati yang salah satunya adalah bantuan
parpolffraksi yang ada di DPRD Kota Magelang yang pada pokoknya antara lain
menyatakan bahwa berdasarkan rapat tanggal 27 Pebruari 2004 di ruang rapat
Ketua DPRD Kota Magelang disepakati antara lain sebagai berikut bantuan
fraksifparpoi yang ada di DPRD diiaksanakan seperti pada Tahun 2003 (diambilkan
dari Dana Tidak Tersangka APBD), yaitu sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus

O Y . . 3 L

tujuh puiuh juta rupiah) guna menunjang operasional kegiatan khususnya
menghadapi Pemilu tahun 2004.

Bahwa terhadap pengeiuaran dana belanja tidak tersangka tersebut, H.
FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang telah memberitahukan kepada terdakwa

AN -1

selaku Keiua DPRD Kota Magelang dengan surat No. 800/510.a1122 tanggal 9
Maret 2004 perihal pemberitahuan pengeluaran pos tidak tersangka dan atas

s il o

pemberitahuan iersebui lerdakwa menyetujuinya.

Bahwa bantuan parpol tersebut seharusnya dianggarkan dalam APBD pos anggaran

. e  pEeea



EMBUSAN :

Primair

Subsidair :

. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

diubah dengan Lti Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1539 sebagaimana diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

Ri Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

{copy surat dakwaan teriampir).

Demikian untuk menjadi maklum dan seperiunya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG

T

1. YTH. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN AGUNGRI
Di - JAKARTA ;

2. YTH.

DI — SEMARANG;

3. YTH.

DI - SEMARANG; -

4. YTH.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

KEJAKSAAN TINGG! JAWA TENGAH
DI - SEMARANG;

5. YTH.

ASISTEN PENGAWASAN

KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
Dl - SEMARANG;

6. ARSIP.—




CURICULUM VITAE

A. ldentitasDiri

Nama : Ramadani Ajeng Saputri

Tempat/ Tgl. Lahir : Magelang, 27 Maret 1991

Nama Ayah : Didik Supriyadi

Nama Ibu : Ambar Sulistyowati

Alamat Asal : Kayupuring Tengah RT 03 RW 01 Baswayl

Grabag, Magelang, Jawa Tengah

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

E-mail : casandra_nda27@yahoo.com
No. HP : 085 743 728 720

B. Riwayat Pendidikan

1.

2.

3.

TK Bustanul Atfal Grabag Lulus 1998

SD N Secang 1 Magelang Lulus 2003

SMP N 4 Magelang Lulus 2006

SMA N 5 Magelang Lulus 2009

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi lImu Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Sekretaris OSIS SMP Negeri 4 Magelang peri2@@7-2008
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